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Abstract

Both SMEs and non-SMEs have seen a sharp rise in the number of business actors
in recent years. Aceh Province noticed a rice in the number of business actors.
CSR toward the local environmental has not been felt despite the growing number
of business actors. This study’s objective is to critique the oversight given to the
halal industry in an effort to prevent any further growth. A qualitative method
with a phenomenological perspective was used in this investigation. The
conclusions of this study are ; first, to maximize halal value, supervisionof the
main ingredient supply chain needs to be carried out. Supervision can be done by
using an external supervisor. Second, IKM business actors in Aceh Province have
not implemented value stream mapping in their industry. Even though the
application of VSM can minimize waste costs. Third, to minimize wastages costs,
IKM actors should provide guidance to breeders and farmers. The existence of
farmers or livestock breeders will cut wasteful costs, such as ordering costs,
purchasing costs and carry costs. Fourth, to attract consumer and investor
interest, according to researchers, business actors must carry out application
revolutions, such as using blockchain as a database. The exixtence of blockchain
can help business actors in supervising supply chains and even finances.

Keywords: Supervision, Lean Management, Value Stream Mapping, Halal
Industry, Aceh Province

Pendahuluan

Halal Market Report 2021/2022 menunjukkan bahwa ekonomi syariah terus

berperan dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia. BI

mencatat kontribusi yang disumbang oleh ekonomi syariah sebesar US$ 5,1 miliar
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terhadap PDB nasional. Dengan jumlah kontribusi yang diberikan membuat

pemerintah lebih fokus terhadap perkembangan ekosistem ekonomi syariah.

Apalagi melihat potensi pasar industry halal pada tahun 2025 dimana pangsa pasar

diproyeksikan mencapai USD 281,6 miliar. Potensi yang besar tersebut membuat

Indonesia menjadi negara rumah industry halal terbesar di dunia (Dinar Standard,

2022; Islamic Economy, 2021).

Besarnya potensi industri halal tidak hanya dilihat dari sisi permintaan

konsumen saja, melainkan juga harus dilihat dari konsistensi produsen.

Konsistensi yang dimaksud adalah adanya pengawasan yang dilakukan terhadap

produsen, baik dari HSCM (halal supply chain management) maupun sistem

produksi itu sendiri (Razali, 2021) . Pengawasan sendiri sangat perlu dilakukan

dalam proses produksi produk halal. Tujuan dilakukannya pengawasan untuk

memperbaiki tindakan-tindakan yang salah dalam pelaksanaan produksi. Menurut

Geroge R Terry dengan adanya pengawasan, segala tindakan yang dilakukan

dalam produksi akan berjalan sesuai dengan rencana (George R. Terry, 2005) .

Sementara itu, peneliti berpendapat bahwa pengawasan merupakan ekosistem

manajemen yang paling esensial. Sebaik apapun kegiatan yang dilakukan tanpa

pengawasan, kegiatan tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Hal serupa juga

dijelaskan oleh Fremont E. Kast et al (Kast & Rosenzweig, 1972).

Banyaknya permintaan produk halal berimplikasi terhadap minimnya

pengawasan yang dilakukan. Hal ini disebabkan dengan terbatasnya jumlah

sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk

Halal (BPJH). Oleh karena itu, pemerintah melalui BPJH mengadakan pelatihan-

pelatihan untuk auditor halal dan pengawas industri halal. Namun, berdasarkan

observasi yang peneliti lakukan bahwa pengawasan produk halal sangat minim

dilakukan. Salah satu faktor yang menyebabkan minimnya pengawasan adalah

kurang profesionalnya pengawas baik pengawas internal maupun eksternal. Untuk

memaksimalkan halal holistic, pengawasan terhadap produk halal wajib dilakukan.

hal ini dikarenakan tujuan dari industri halal sendiri tidak hanya memenuhi

kebutuhan konsumen saja, melainkan juga untuk menjamin kesyari’ahan dalam

produk tersebut. Tentunya kesyari’ahan yang dimaksudkan adalah kesyari’ahan

secara kaffah. Yang berarti produsen tidak hanya memproduksi produk halal,

melainkan harus memiliki pondasi kehalalan yang kuat dalam memproduksi
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produk halal tersebut.

Berbagai penelitian terhadap pengawasan telah banyak dilakukan. Misalnya

saja seperti yang dilakukan oleh (Dave et al., 2023; Garcia & Mendonça, 2023; Ito

et al., 2023; Kok et al., 2023; Lakshmanan et al., 2023; Mukhibad et al., 2023;

Wijayanti & Setiawan, 2023; Yu et al., 2023) dalam penelitiannya mereka

menjelaskan tentang pentingnya pengawasan dalam berbagai sektor baik dalam

sector industri maupun sektor keuangan. Namun dalam penelitiannya mereka

tidak menjelaskan tentang pentingnya pengawasan industri halal.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kritis terhadap perilaku produsen

dalam memproduksi produk halal. Selain kurangnya pengawasan yang dilakukan,

menurut observasi yang peneliti lakukan acapkali pondasi yang dibangun dalam

memproduksi produk halal masih kurang halal. Berdasarkan permasalahan yang

peneliti temukan, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi sebagai pisau

penelitian. Pendekatan fenomenologi digunakan guna menggali kesadaran dalam

diri produsen mengenai pengalaman dalam memproduk produksi halal.

Kajian Literatur

1. Diskursus Manajemen Pengawasan Dalam Berbagai Teori

Manajemen pengawasan terkonstruk melalui teori kontigensi (David S.

Bedford, 2020) . Dimana teori ini berpandangan bahwa parameter kepemimpinan

dilihat dari pengaruh yang diberikan terhadap kelompoknya. Seperti yang

dijelaskan oleh Robbins bahwa ada lima model dari teori kontigensi (Dalley et al.,

2001) . Pertama, model kontigensi fiedler dimana efektifitas kinerja kelompok

bergantung pada gaya pemimpin (Nunes et al., 2012; Peters et al., 1985) . Kedua,

teori situasional hersey dan blanchad dimana kepemimpinan yang baik diukur dari

diterima pemimpin tersebut oleh pengikutnya (Hakim et al., 2021; Henkel et al.,

2018; J. Ramakanth, 1988) . Ketiga, teori pertukaran pemimpin-anggota dimana

parameter dari kepemimpinan yang baik diukur dari peningkatan jumlah pekerja

atau kelompok (Day & Gerstner, 1997; Liden et al., 1997; van Breukelen et al., 2006) .

Keempat, teori jalur tujuan dimana parameter kepemimpinan diukur dari

tercapainya tujuan kelompok berkat dukungan dari pemimpin (Farhan, 2018;

House, 1996; Priyowidodo, 2021) . Kelima, teori partisipasi pemimpin dimana

parameter dari kepemimpinan yang baik dalam teori ini adalah mampu

mengambil keputusan dalam situasi-situasi tertentu (Huang et al., 2010; Miao et
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al., n.d., 2014; Wang et al., 2022).

Secara historis teori ini mempelajari tentang pemerikaan terkait dengan

anggaran, ukuran kinerja, insentif, dll. Kritis terhadap teori ini pun telah dilakukan

dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya saja penelitian yang dilakukan oleh

Briers & Hirst, Fisher, Hartmann, Kren & Liao, Shields & Shields (Briers & Hirst,

1990; Hartmann, 2000; Kren, 1992; Olulu-Briggs, 2021; Shields & Shields, 1998) .

Dalam penelitian tersebut kritisasi dilakukan untuk mengevaluasi metode statistic

yang dilakukan dalam teori kontigensi. Setidaknya menurut Fisher, Rahman,

Chenhall dan Otley penerapan kontigensi dipengaruhi oleh konteks, dimana

sistem tersebut beroperasi dan perlu disesuaikan dengan keadaan organisasi.

Menurut Slijivic Slavoljub menajamen pengawasan adalah suatu proses dimana

dalam proses tersebut organisasi berusaha untuk mencapai apa yang direncanakan

atau hasil yang diinginkan. Dalam melakukan pengawasan tersebut, organisasi

atau perusahaan dapat mengambil berbagai tindakan untuk meminimalkan efek

negative yang timbul baik dari dari internal maupun eksternal.

Dalam pengembangannya, menurut Hubber teori manajemen pengawasan

(management controlling) mengidentifikasi tentang kontribusi praktik, dan

resolusi dari permasalahan pengawasan itu sendiri (Ashmos & Huber, 1987; Author,

n.d.; Karlgaard & Schaub, 2012; Letafatkar et al., 2017) . Oleh karena itu, Terry dan

Leslie mendefinisikan pengawasan sebagai proses evaluasi yang dilakukan dalam

linkup pekerjaan dengan cara mengkomparasikan pelaksanaan actual denga napa

yang diharapkan (goal and objectives) serta mengambil tindakan yang perlu

(Terry, 1982).

Menurut Harold Koontz terdapat lima azas yang berkenaan dengan azas-azas

pengawasan, yaitu : pertama azas tercapainya tujuan (principle of assurance of

objective). Kedua, azas efisiensi pengendalian (principle of efficiency of control).

Ketiga, azas tanggung jawab pengendalian (principle of control responsibility).

Keempat, azas pengendalian terhadap masa depan (principle of future control).

Kelima, azas pengendalian langsung (principle of direct control). Keenam, azas

refleksi perencanaan (principle of reflection of plans). Ketujuh, azas penyesuaian

dengan organisasi (principle of organizational sustability). Kedelapan, azas

pengendalian individual (principle of individuality of control). Kesembilan, azas

standar (principle of standard). Kesepuluh, azas pengawasan terhadap hal
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strategis (principle of strategic point control). Kesebelas, azas kekecualian (the

exception principle). Kedua belas, azas pengendalian fleksibelitas pengawasan

(principle of flexibility of control). Ketiga belas, azas peninjauan Kembali

(principle of review). Keempat belas, azas tindakan (principle of action). Keempat

belas point ini merupakan point penting yang harus diterapkan dalam manajemen

pengawasan (Koontz, 2012).

Pengawasan dilakukan tidak hanya dari internal saja, melainkan juga dari

eksternal. Pengawasan dilakukan guna untuk mengukur singkronisasi kinerja dan

tujuan secara obyektif. Sifat pengawasan pun dilakukan dengan mengedepankan

sifat preventif, dimana pengawasan dilakukan agar tidak terjadinya penyimpangan

dan pelanggaran. Kedua, sifat represif, dimana pengawasan dilakukan setelah

terjadinya penyimpangan kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan. Ketiga, sifat

detektif, dimana pengawasan dilakukan untuk mendeteksi terjadinya

penyelewengan penyimpangan atau pelanggaran. Namun, peneliti, fungsi dari

pengawasan tidak akan maksimal jika tidak dibarengi dengan fungsi-fungsi

manajemen yang lain seperti planning, organizing, dan actuating (Chapman, 2005;

Reichmann, 1997).

Dalam industri halal, pengawasan di interpretasikan sebagai perilaku kontrol

baik dari pimpinan maupun BPJH terhadap produksi. Tentunya dalam ekosistem

industry halal, pengawasan sangat perlu dilakukan. Selain menjamin produk halal,

fungsi dari pengawasan sendiri adalah menjamin sistem infiltrasi syariah dalam

industri halal. Menurut Grabner & Moers dalam pelaksanaannya manajemen

pengawasan memiliki perbedaan dengan sistem (Chapman, 2005; Isabella

Grabner, 2013; Reichmann, 1997). Pengawasan tidak hanya harus dilakukan oleh

pemilik usaha terhadap karyawan-karyawannya, melainkan pemerintah dan

masyarakat harus ikut andil dalam pengawasan yang dilakukan.

LPPOM MUI sebagai badan garda depan dalam mengeluarkan sertifikat

halal melakukan sidak terhadap industri halal minimal satu kali dalam setahun.

Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi produsen dalam memproduksi

produk halal. Sidak yang dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 13

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Selain itu, LPPOM MUI juga

memiliki hak untuk mencabut sertifikasi halal pada produk yang dinilai tidak halal.

Temuan yang dilakukan oleh Ahyakudin dkk, selain LPPOM MUI pengawasan

yang dilakukan masyarakat dinilai sangat membantu LPPOM MUI dalam
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melakukan pengawasan. Adanya laporan dari masyarakat dapat dijadikan sebagai

bahan evaluasi dari LPPOM MUI dengan melakukan uji laboratorium sehingga

informasi tentang temuan pelanggaran pada kehalalan produk (Ahyakudin, 2020).

2. Potensi Pasar Halal di Aceh

Provinsi Aceh merupakan daerah gerbang masuknya Islam ke nusantara.

Oleh karena itu, mayoritas penduduk di Provinsi Aceh beragama Islam.

Berdasarkan data Direktorat Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk di

Provinsi Aceh yang memeluk agam Islam sebanyak 5,24 juta jiwa atau 98,56%

dari total populasi 5,33 juta jiwa (Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, 2022; Kota

Banda Aceh, 2022; Kusnandar, 2022; Nora, 2022) . Dengan banyaknya jumlah

penduduk di Provinsi Aceh tentunya berimplikasi terhadap permintaan produk

halal. Selain mayoritas muslim, Provinsi Aceh merupakah salah satu provinsi

yang menerapkan syari’at di segala sektor. Oleh karena itu, menurut peneliti dua

indikator ini membuat Provinsi Aceh menjadi salah satu pasar terbesar di

Indonesia.

Untuk memaksimalkan potensi tersebut pihak pemerintah daerah melalui

pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya. Salah satu upaya yang

dilakukan adalah pemberdayaan UKM, harmonisasi sertifikasi halal, konektivitas

infrastruktur, serta mengembangkan fasilitas dan digitalisasi perdagangan. Namun,

problematika yang lain muncul. Minimnya kesadaran pemilik UKM dalam

mensertifikasikan produknya merupakan salah satu permasalahan yang besar.

Selain itu, kurangnya literasi masyarakat terhadap sertifikasi halal merupakan

faktor pendukung lain dalam rendahnya perkembangan UKM di Provinsi Aceh.

Dalam penelitian terdahulu, peneliti menemukan dua faktor lain yang

menyebabkan rendahnya kepemilikan sertifikat halal. Menurut peneliti, faktor

tersebut adalah kurangnya infrastruktur yang memadai, dan urgensitas kebijakan-

kebijakan pemerintah daerah dalam mengembangkan industry halal di Provinsi

Aceh . Kemudian Muhammad Jaiz menambahkan faktor ketiga yaitu kurangnya

sosialisasi untuk mendukung terselenggaranya industry halal. Sosialisasi ini harus

dilakukan kepada pelaku usaha, regulator, dan masyarakat. Kelima, produksi,

menurut Jaiz untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dalam mengkonsumsi

produk, pemilik usaha perlu meningkatkan perhatiannya terhadap kualitas produk.

Bukan hanya terfokus pada labelitas halal saja, pemilik usaha juga harus
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mengawasi agar terjaminnya kehalalan dalam produk tersebut (Jais, 2022). Selaras

dengan temuan tersebut, Ikhsan Sulaiman menjelaskan bahwa, rendahnya

kesadaran pemilik IKM dalam mensertifikasikan produknya hanya dapat diatasi

dengan break down, mensubekosistem-ekosistem, mendefinisikan permasalahan,

melakukan kebijakan-kebijakan baru (Admin DPMPTSP, 2021).

Eksistensi potensi pasar halal di Provinsi Aceh tentunya akan memancing

para investor. Apalagi saat ini, pemerintah negara Indonesia menggalakkan

teknologi blockchain sebagai basis data dalam pengembangan industry halal di

Indonesia. Oleh karena itu, menurut peneliti adanya sertifikasi, kemudahan

kebijakan yang diberikan, memadainya infrastruktur, sosialisasi yang diberikan

dan pengawasan terhadap produk tidak cukup dilakukan. Pemilik usaha dan

pemerintah harus melakukan upaya lain guna mengembangkan IKM tersebut.

Dalam penelitian terdahulu peneliti menemukan bahwa pentingnya pelaku usaha

melakukan pembukuan melalui digital berbasis big data. Adanya pembukuan laba

dan rugi melalui teknologi terkini tentunya akan menkostruk paradigma baru bagi

investor asing. Paradigma baru ini akan memudahkan pelaku usaha untuk

mendapatkan modal segar.

Tentunya untuk meyakini investor diperlukan pengawasan yang ketat dalam

IKM. Pengawasan ini tidak hanya dilakukan berdasarkan evaluasi saja, melainkan

juga perlu dilakukan dengan menggunakan berbagai metode. Metode yang

digunakan bisa saja dengan menggunakan metode lean management atau metode

yang lain. Selain mengedepankan value, peneliti meyakini metode ini akan lebih

mengedepankan value halal pada produk tersebut. Namun, untuk

mengimplementasikan metode tersebut pada IKM diperlukan sosialisasi yang

lebih giat lagi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan Teknik analisis

deskriptif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan

fenomenologi. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi, peneliti akan

memaparkan kejadia-kejadian dan fenomena yang terjadi pada Industri Halal di

Provinsi Aceh. Terutama pada aspek pengawasan yang dilakukan baik dari pihak

pemilik usaha maupun pemerintah dan masyarakat. Adapun alur dari metode

penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini :
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Gambar 1 Alur penelitian

Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara, sedangkan sumber

data sekunder diambil dari kepustakaan (library research).

Teknik sampling yang digunakan adalah Teknik purposive sampling. Adapun

karakteristik responden penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Karakteristik Responden

No. Reponden Karakteristik Responden

1. Pemilik Usaha a. Telah melakukan ekspor < 2

b. Melakukan penjualan tidak hanya

pada pasar grosir, melainkan juga

merambah ke supermarket

c. Memiliki segala perizinan penjualan

seperti sertifikasi halal dl.

2. Karyawan IKM a. Bekerja pada IKM lebih dari 2 tahun

b. Memiliki pendiidkan minimal SMA

atau sederajat.

Selain responden di atas, peneliti juga melakukan wawancara Bersama

pihak-pihak terkait dalam penelitian ini. Pihak terkait tersebut seperti pemerintah

daerah, LPPOM MPU, Dinas Koperasi dan IKM dan lain-lain.

Temuan Penelitian dan pembahasan

Salah satu fungsi terakhir dalam manajemen adalah controlling atau

pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi dasar manajemen yang dilakukan
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dengan cara diawasi, dikendalikan dan dievaluasi agar sesuai dengan tujuannya.

Oleh karena itu, pengawasan memiliki kedudukan penting dalam manajemen.

Dengan adanya pengawasan tujuan yang ditetapkan sesuai rencana akan tercapai.

Beberapa temuan dilapangan menunjukkan bahwa tanpa adanya pengawasan

maka banyak tugas yang tidak terselesaikan, waktu penyelesaian yang tidak

ditepati, anggaran yang berlebih, dan adanya kegiatan yang menyimpang dari

tujuannya. Hal serupa juga dijelaskan oleh Krisnandi, dimana faktor-faktor yang

menyebabkan perlunya pengawasan antara lain adalah : adanya perubahan

lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, kesalahan-kesalahan,

dan kebutuhan manajer untuk mendelagasikan wewenang.

1. Halal Value Sebagai Pondasi Dasar di Setiap Produk Halal

Seorang Muslim diwajibkan untuk mengkonsumsi produk halal. Oleh karena

itu, kehalalan merupakan parameter penting dalam memilih produk. Diantara

parameter produk halal menurut syariat adalah tidak bercampurnya produk dengan

zat yang haram, diperoleh dengan cara yang halal, diproses dengan cara yang

halal, serta disajikan dan disimpan dengan cara yang halal. Berdasarkan Undang-

undang Jaminan Produk Halal, bukti dari halalnya sebuah produk adalah adanya

sertifikasi dan label halal disetiap produk yang diproduksi. Logo halal menjadi

proses dari identifikasi kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan di 5 IKM di Provinsi Aceh,

peneliti menemukan bahwa dalam proses produksi tidak semuanya dari produk

halal di Provinsi Aceh sudah melalui proses yang halal. Salah satu IKM yang

peneliti temukan adalah produk daging cepat saji X1, dimana dalam

pengeringannya tidak adanya sterilisasi ruangan dan tempat. LPPOM MUI

melansir setidaknya ada tiga hal yang harus disoroti dalam proses kehalalan

daging kalengan. Pertama, proses pengemasan dengan Teknik pengalengan.

Dimana dalam proses ini pelaku industri harus memastikan bahwa alat dan wadah

yang digunakan tidak tercemar oleh najis.

Kedua, bahan baku yang digunakan harus dipastikan murni berupa daging

sapi. Ketiga, proses penyembelihan bahan utama juga harus dipastikan sesuai

dengan syari’at. Namun, secara metode laboratoris maupun Teknik belum mampu

membedakan antara penyembelihan syar’I maupun non syar’i. Oleh karena itu,

MUI juga memproses sertifikasi halal pada rumah potong. Dalam kasus yang

peneliti lakukan, peneliti belum menemukan rumah potong yang dimaksud.
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Rantai halal merupakan pondasi wajib didalam setiap produk halal.

Kehalalan tidak hanya dijamin dalam proses produksi saja, melainkan juga harus

terjamin dari bahan yang digunakan. Berdasarkan data SJPH Provinsi Aceh,

terdapat 7 rumah potong yang telah tersertifikasi halal di Provinsi Aceh. Rumah

potong tersebut masih berupa rumah potong unggas. Sedangkan untuk rumah

potong hewan (RPH) yang tersertifikasi, peneliti hanya menemukan 3 rumah

potong hewan yang tersertifikasi.

Tentunya dengan minimnya rumah potong sapi yang tersertifikasi akan

berimplikasi terhadap validitas sertifikat halal pada produk tersebut. Padahal

permintaan daging sapi di Provinsi Aceh meningkat setiap tahunnya. menurut

laporan BPS pada tahun 2019 pemotongan sapi di RPH berjumlah 12.245,00.

Pada tahun 2020 berjumlah 10.272,00. Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah

10.780,00. Menurut Ryan, minimnya RPH berimplikasi terhadap hilangnya nilai

halal pada penyembelihan. Hal tersebut dikarenakan dengan banyaknya

permintaan terhadap pemotongan halal, sedangkan jumlah RPH yang minim

membuat pelaku rumah potong kewalahan dalam menampung permintaan.

Sertifikasi halal pada RPH, RPU, atau RPA merupakan salah satu prioritas Badan

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Sosialisasi terhadap sertifikasi

RPH pun dilakukan. Sebagai center dalam supply bahan pangan, RPH memiliki

peran penting dalam memastikan kehalalan produk terutama dalam industri

pangan halal.

Namun, untuk menyikapi terhadap minimnya RPH, menurut peneliti pelaku

IKM seyogyanya melakukan pengawasan terhadap pasokan bahan baku

produksinya. Selama ini, pelaku industri hanya mengambil bahan baku berasaskan

kepercayaan pada rumah potong hewan. Pelaku IKM tidak melihat langsung

penyembelihan yang dilakukan. Padahal penjaminan kehalalan bahan baku perlu

dilakukan. Selain pelaku IKM, menurut peneliti pemerintah terutama pengawas

halal juga harus memaksimalkan pengawasan terhadap rumah penyembelihan.

Pengawasan ini dilakukan demi meminimalisir ketidakhalalan yang terjadi.

2. Identifikasi Value Stream Mapping Dalam Setiap Produk Halal

Value Stream Mapping digunakan tidak hanya untuk mengidentifikasi

pemborosan, melainkan juga digunakan untuk Menyusun action plain dengan

mengintegrasikan berbagai Teknik untuk mendapatkan kondisi yang lebih ideal.
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Untuk memaksimalkan produk yang ada menurut peneliti VSM sangat penting

digunakan dalam industri halal. Untuk mengevaluasi potensi perbaikan, VSM

dapat disusun melalui dua tahap penting, yaitu: penggambaran proses kondisi saat

ini (current state process) dan penggambaran proses masa depan (future state

process).

Berdasarkan wawancara dan observasi yang peneliti lakukan di IKM di

Provinsi Aceh. Hanya sedikit dari pelaku usaha yang menganalisis potensi

perbaikan melalui VSM. Wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku usaha

telur unggas A disimpulkan bahwa selama ini pelaku usaha mengembangkan

usahanya berdasarkan pengalaman yang ada, tanpa ada evaluasi. Jika dalam

proses produksinya didapatkan accident, pelaku usaha mencari alternatif dan

solusi untuk memperbaikinya. Perbaikan yang dilakukan tanpa ada penggambaran

proses masa depan untuk meminimalisir potensi kerusakan yang ada.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu pelaku usaha kue

di Provinsi Aceh juga demikian. Kurangnya pengawasan dan wawasan yang oleh

pelaku usaha menjadi kendala dalam penerapan VSM. Padahal jika VSM ini

diterapkan maka penyesuaian sistem produksi dalam memenuhi permintaan

pelanggan akan tetap fleksibel. Malahan tujuan dari 3 dari 5 pelaku usaha yang

peneliti teliti melakukan produksi hanya untuk memenuhi kebutuhan karyawan

dan pelaku usaha sendiri untuk sehari-hari. Padahal 5 responden yang peneliti

teliti merupakan pelaku usaha IKM terbesar di Aceh.

Seperti yang dilansir oleh shiftindonesia bahwa secara umum manfaat VSM

adalah membantu memperbaiki proses bisnis secara menyeluruh dan meningkat

efisiensi dan efektifitas proses. Dengan menggunakan VSM pelaku usaha dapat

mengetahui titik-titik penumpukan inventori dalam proses bisnis, pelaku usaha

juga dapat melihat proses bisnis secara keseluruhan yang sedang berjalan saat ini.

Dan pelaku usaha juga dapat merancang proses yang dinginkan, yang efisien,

efektif, dan terhindar dari pemborosan.

3. Menghilangkan Pemborosan dari Segala Produksi

Mengurangi pemborosan merupakan salah satu tujuan dari lean management

control. Dimana dalam praktiknya metode lean management mempertimbangkan

segala pengeluaran untuk mendapatkan nilai ekonomis terhadap pelanggan. Salah

satu sumber pemborosan adalah manajemen persediaan, sehingga banyak
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produsen yang memilih pemotongan dalam pengadaan bahan baku produk.

Namun, metode ini nampaknya belum digunakan diseluruh IKM di Provinsi

Aceh. Misalnya saja pada 5 IKM yang peneliti jadikan responden, hanya satu 1

IKM saja yang menggunakan bahan baku yang berasal dari petani binaan. Bahkan

untuk memangkas sumber penyediaan, pelaku industri tersebut memasok bahan

baku yang berasal dari petani lintas kabupaten/kota. Selain mengurangi

pemborosan, menurut peneliti dengan memasok barang dari petani binaan akan

membantu sektor pertanian tersebut. Tentunya pasokan barang yang dilakukan

tanpa membanting harga yang ada.

Berbeda dengan IKM yang bergerak dibidang makanan tersebut, pelaku

usaha dari IKM lain memasok barang yang berasal dari provinsi terdekat. Hal

tersebut dilakukan menurut responden karena kurangnya bahan baku yang berada

di Provinsi Aceh. Padahal observasi yang peneliti lakukan, bahan baku yang ada

(telur bebek) sangat banyak di Provinsi Aceh. Seperti yang dilansir oleh BPS

konsumsi telur di Provinsi Aceh pada tahun 2020 berjumlah 1.4720021

perminggunya. Jumlah konsumsi ini kemudian meningkat setiap tahunnya. Pada

tahun 2022 tercatat jumlah telur itik yang dikonsumsi mencapai 1.317 butir. Jika

dilihat jumlah ini menurun bila dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya.

Hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pelaku usaha telur asin itik

tersebut. Dengan memasok bahan baku yang berasal dari provinsi lain, maka

biaya yang dikeluarkan semakin besar, sehingga pelaku usaha merasakan

pemborosan yang sangat banyak. Padahal menurut peneliti dengan banyaknya

jumlah permintaan terhadap telur itik, pelaku usaha dapat melakukan pembinaan

terhadap peternah itik.

Pelaku usaha lain yang bergerak di dalam bidang daging cepat saji

menuturkan bahwa dengan menernak sapi berimplikasi terhadap pemborosan

waktu oleh pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha lebih memilih mengolah

daging yang dipasok dari peternak sapi. Padahal dengan menernak sapi, maka

pelaku usaha dapat menekan biayar penyediaan (inventory cost) bahan baku.

Diantara biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha adalah ordering

cost, purchasing cost, dan carrying cost. Dengan banyaknya biaya yang

dikeluarkan berimplikasi terhadap mahalnya harga produk yang akan dijual. Yang

berarti bahwa minat dari konsumen pun akan semakin sedikit dalam membeli
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produk tersebut.

4. Pengembangan Produk Halal Melalui Blockchain System

Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti menemukan bahwa pentingnya

penggunaan aplikasi berbasis blockchain pada pelaku usaha dalam

mengembangkan usahanya. Selain berfungsi sebagai tracking barang, menurut

peneliti pengembangan informasi dan penerapan data berbasis blockchain juga

mampu menarik investor lain. Saat ini, ke empat responden yang peneliti temui

masih menggunakan pembukuan secara tradisional. Dimana pembukuan tersebut

dilakukan berdasarkan asas kepercayaan. Bahkan 3 dari 5 pelaku usaha tidak

memiliki situs untuk mempromosikan produk yang diproduksinya.

Selama ini, pelaku usaha hanya mempromosikan produknya melalui media

sosial seperti instragram, facebook, bahkan tiktok. Menurut peneliti, identitas

IKM sangat penting. Dengan adanya situs atau profil IKM akan menarik minat

konsumen dalam membeli barang tersebut. Selain itu, tingkat kepercayaan yang

dimiliki konsumen semakin tinggi. Bahkan komerce memasukkan menyiapkan

profil secara lengkap merupakan salah satu strategi untuk menarik minat membeli

konsumen. Selain menyiapkan profil yang lengkap, testimoni dari konsumen juga

sangat perlu di perhatikan.

Tentunya penerapan blockchain tidak hanya dapat menarik minat investor

dalam berinvestasi. Namun juga dapat menjadi acuan pengawasan yang dilakukan

oleh pelaku usaha maupun pengawas eksternal. Dengan diterapkan blockchain

akan memudahkan pelaku usaha mentracking penyediaan barang, mentracking

proses produksi, bahkan dapat mentracking distribusi yang telah dilakukan, dan

transparansi keuangan yang berjalan. Penerapan data berbasis blockchain

merupakan pekerjaan rumah tidak hanya bagi pelaku usaha, melainkan juga

pekerjaan rumah bagi pemerintah. Betapa tidak, dengan banyaknya IKM yang

bermunculan, pemerintah dan pelaku usaha juga perlu memikirkan strategi

persaingan bisnis yang digunakan. Tanpa adanya strategi bisnis yang matang

menyebabkan pelaku usaha akan mati kutu dalam menghadapi bisnis start up

berbasis digital.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa: Pertama,

Maksimalisasi terhadap pengawasan sumber bahan pokok dalam industri halal
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harus lebih diupayakan. Upaya-upaya dapat dilakukan dengan melakukan

pengawasan terhadap pemotongan berbasis halal di rumah potong. Selain itu,

pengawasan juga dapat dilakukan melalui auditor halal. Menurut peneliti,

sertifikasi halal terhadap rumah potong saja tidak cukup. Pemerintah harus

mengupayakan adanya pengawas eksternal yang professional dalam menangani

kasus rumah potong non halal. Kedua, Adanya penerapan value stream mapping

yang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan adanya penerapan VSM, pelaku usaha

dapat mengevaluasi dan meminimalisir eror human dalam produknya. Selain itu,

menurut peneliti adanya VSM juga akan meminimalisir biaya pemborosan yang

disebabkan adanya eror dalam produk. Ketiga, Untuk meminimalisir pemborosan

dari penyediaan bahan pokok, menurut peneliti pelaku usaha dapat melakukan

pembinaan terhadap petani, maupun peternak. Dengan adanya petani binaan atau

peternak binaan akan memangkas biaya operasional yang lain. Seperti biaya

purchasing cost, ordering cost, bahkan carrying cost. Keempat, Pengembangan

produk halal dengan menambahkan cabang tidak cukup. Menurut peneliti, pelaku

usaha juga harus menggunakan aplikasi berbasis digital guna menarik minat

investor dalam berinvestasi. Dalam hal ini, menurut peneliti yang lebih relevan

dengan menggunakan blockchain sebagai basis data. Peneliti meyakini adanya

blockchain dapat memudahkan pelaku usaha dalam melakukan pengawasan

terutama dalam hal keuangan dan rantai pasokan barang.
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